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Abstract: 

This study aims to analyze the challenges, opportunities, and factors that influence 

the implementation of regional autonomy in supporting local economic growth. 

Regional autonomy provides space for local governments to manage resources 

independently, but faces obstacles such as limited human resource capacity, 

infrastructure inequality, and weak budget governance. Using a qualitative approach 

and descriptive-analytical design, primary data was obtained through interviews with 

government officials, policy experts, and communities, and secondary data from 

planning documents and development statistics. Thematic analysis showed key 

constraints such as low budget accountability and infrastructure gaps, although there 

are strategic opportunities through digital technology-based innovation and 

strengthening inter-regional cooperation. The conclusion of this study confirms that 

optimizing regional autonomy requires improved financial governance, human 

resource capacity development, and sustainability-based policies to support inclusive 

and sustainable economic growth.  

 
Keywords: Regional Autonomy, Local Economy, Policy Innovation. 

Abstrak: 

Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan, peluang, dan faktor-faktor yang 

memengaruhi implementasi otonomi daerah dalam mendukung pertumbuhan 

ekonomi lokal. Otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah lokal untuk 

mengelola sumber daya secara mandiri, namun menghadapi hambatan seperti 

keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ketimpangan infrastruktur, dan 

lemahnya tata kelola anggaran. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan 

desain deskriptif-analitis, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat 

pemerintah, pakar kebijakan, dan masyarakat, serta data sekunder dari dokumen 

perencanaan dan statistik pembangunan. Analisis tematik menunjukkan kendala 

utama seperti rendahnya akuntabilitas anggaran dan kesenjangan infrastruktur, 

meskipun terdapat peluang strategis melalui inovasi berbasis teknologi digital dan 

penguatan kerja sama antar daerah. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa 

optimalisasi otonomi daerah membutuhkan perbaikan tata kelola keuangan, 

pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan kebijakan berbasis keberlanjutan 

untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan  

 

Kata kunci: Otonomi Daerah, Ekonomi Lokal, Inovasi Kebijakan. 
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PENDAHULUAN 

Otonomi daerah telah menjadi salah satu pendekatan penting dalam 

mendukung kemandirian ekonomi lokal, terutama di negara-negara dengan wilayah 

yang luas dan beragam seperti Indonesia. Melalui kebijakan desentralisasi, 

pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola sumber daya dan 

merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan serta potensi masing-masing 

wilayah(Rizqi dkk., 2024). Langkah ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan 

pembangunan sekaligus meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola 

urusan ekonomi dan sosial secara mandiri. Dengan otonomi yang efektif, daerah 

dapat lebih responsif terhadap permasalahan lokal dan lebih efisien dalam 

mengalokasikan anggaran untuk pembangunan(Wijayanti, 2016). 

Dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan, otonomi daerah 

memainkan peran strategis dalam mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan 

lingkungan. Daerah yang memiliki kewenangan lebih besar dapat memfokuskan 

kebijakan pada pertumbuhan yang tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi 

juga menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan 

masyarakat(Fatahillah dkk., 2024). Misalnya, pemerintah daerah dapat 

mengembangkan inisiatif ekonomi hijau atau investasi pada sektor-sektor yang 

mendukung keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, otonomi daerah menjadi 

pendorong penting untuk menciptakan keseimbangan antara eksploitasi ekonomi 

dan pelestarian lingkungan. 

Akan tetapi implementasi otonomi daerah tidak selalu berjalan mulus. 

Tantangan utama yang sering dihadapi meliputi kapasitas sumber daya manusia 

(SDM) yang terbatas, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

anggaran, serta ketimpangan infrastruktur antar wilayah(Sukma, 2007). Di 

beberapa daerah, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat lokal dapat menghambat 

efektivitas otonomi, sementara di daerah lain, kurangnya pendanaan menjadi 

kendala dalam merealisasikan program-program pembangunan. Situasi ini 

menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi otonomi daerah sangat bergantung 

pada kesiapan dan kemampuan pemerintah daerah itu sendiri(Rahman dkk., 2024). 
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Meskipun demikian, otonomi daerah juga menghadirkan berbagai peluang 

yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan 

kemandirian fiskal, daerah memiliki fleksibilitas untuk menarik investasi dan 

mengelola sumber daya lokal secara optimal(Nasrum, 2018). Selain itu, otonomi 

memungkinkan daerah untuk berinovasi dalam kebijakan ekonomi, seperti 

pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya lokal, penguatan koperasi, atau 

digitalisasi pelayanan publik(Augustinah, 2019). Pemanfaatan potensi lokal ini 

dapat memperkuat daya saing daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

lebih inklusif. 

Keberhasilan otonomi daerah dalam meningkatkan kemandirian ekonomi dan 

mendukung keberlanjutan sangat bergantung pada penguatan tata kelola 

pemerintahan serta kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Reformasi 

birokrasi, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan sistem pengawasan menjadi 

langkah-langkah kunci yang perlu diambil untuk memaksimalkan manfaat otonomi 

daerah(Sholikin, 2018). Dengan strategi yang tepat, otonomi dapat menjadi 

landasan untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan 

berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode 

studi dokumen untuk menganalisis tantangan, peluang, dan inovasi kebijakan dalam 

implementasi otonomi daerah(Waruwu, 2023). Data diperoleh melalui telaah 

berbagai dokumen resmi, seperti laporan pemerintah daerah, regulasi terkait 

otonomi daerah, serta hasil penelitian sebelumnya. Analisis data dilakukan secara 

tematik untuk mengidentifikasi isu-isu utama terkait kapasitas sumber daya 

manusia, tata kelola keuangan, infrastruktur, dan penerapan teknologi. Pendekatan 

ini memungkinkan pemahaman mendalam terhadap dinamika otonomi daerah 

tanpa melibatkan proses wawancara langsung. 

KAJIAN PUSTAKA  

A.  Teori dan Konsep 
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1. Otonomi Daerah:  

Otonomi daerah merupakan konsep desentralisasi yang memberikan 

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan rumah 

tangga mereka secara mandiri, baik dari sisi administratif, fiskal, maupun 

politik. Desentralisasi kekuasaan ini bertujuan untuk mendekatkan 

pengambilan keputusan kepada masyarakat setempat sehingga kebijakan 

yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal(Proborini Hastuti, 

2018). Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab 

langsung dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, seperti pelayanan 

publik, pengelolaan sumber daya lokal, dan pengembangan ekonomi. 

Otonomi daerah juga memberikan keleluasaan bagi pemerintah lokal 

dalam merencanakan, mengelola, dan mengalokasikan anggaran untuk 

memprioritaskan kebutuhan masyarakat setempat, namun hal ini 

memerlukan transparansi, akuntabilitas, dan sistem keuangan yang baik 

seperti audit rutin dan pelaporan publik(Bao, 2019). Keberhasilan otonomi 

daerah juga bergantung pada kapasitas administrasi lokal yang mencakup 

kemampuan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kebijakan, serta 

penyediaan layanan publik yang berkualitas, sehingga peningkatan sumber 

daya manusia menjadi prioritas untuk mewujudkan birokrasi yang 

profesional(Abidin, 2015). Selain itu, otonomi daerah memperkuat 

demokrasi lokal melalui partisipasi masyarakat dalam pengambilan 

keputusan dan membuka peluang bagi kepemimpinan lokal yang inklusif 

dan berbasis kinerja untuk merancang strategi pembangunan sesuai potensi 

wilayah masing-masing. 

2. Pertumbuhan Ekonomi Lokal Berkelanjutan: 

Pertumbuhan ekonomi lokal berkelanjutan adalah konsep 

pembangunan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan 

kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Dalam aspek ekonomi, 

fokus utama adalah menciptakan peluang kerja, meningkatkan pendapatan 

masyarakat, dan memperkuat sektor-sektor produktif lokal. Upaya ini sering 
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kali dilakukan melalui investasi pada infrastruktur dasar, pengembangan 

usaha kecil dan menengah (UKM), serta penguatan daya saing 

daerah(Mustaqim, 2023). Namun, pertumbuhan ekonomi tidak boleh 

dilakukan dengan mengorbankan aspek sosial dan lingkungan. 

Pertumbuhan ekonomi lokal berkelanjutan menekankan inklusivitas 

dan pengentasan kemiskinan dengan memastikan manfaat pembangunan 

dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat, terutama yang rentan, melalui 

peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat(Natalia 

& Maulidya, 2023). Selain itu, pembangunan harus memperhatikan 

konservasi sumber daya alam dan pengurangan dampak lingkungan melalui 

kebijakan ekonomi hijau, seperti energi terbarukan dan pengelolaan limbah. 

Keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan memerlukan 

kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk 

menghasilkan kebijakan komprehensif yang memenuhi kebutuhan lokal 

tanpa mengorbankan keberlanjutan, menciptakan manfaat jangka panjang 

bagi semua pihak(Susila & Hukom, 2023). 

B. Studi Empiris 

Penelitian tentang otonomi daerah di Indonesia telah mengungkap dinamika 

kompleks yang melibatkan perlindungan hak masyarakat adat dan dampaknya 

pada pembangunan ekonomi di wilayah khusus. Dalam konteks hak atas tanah 

masyarakat adat, otonomi daerah menghadirkan peluang untuk memperkuat 

pengakuan hukum terhadap hak-hak mereka. Namun, kompleksitas kerangka 

hukum sering kali menjadi tantangan, terutama ketika dihadapkan pada 

dinamika eksternal seperti perubahan iklim, ekspansi industri, dan tekanan 

politik lokal. Penelitian yang dilakukan oleh (Mubarok, 2024) menekankan 

bahwa keterlibatan aktif masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan 

sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang inklusif, berkelanjutan, dan 

mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan 

perlindungan hak masyarakat adat. 
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Sementara itu, penelitian lain yang diteliti oleh (Lamere, 2024) mengenai 

kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua menunjukkan potensi signifikan 

otonomi daerah dalam mempercepat pembangunan ekonomi. Selama beberapa 

tahun terakhir, PDRB Papua mengalami peningkatan yang nyata, disertai 

penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Namun, keberhasilan ini tidak 

terlepas dari tantangan, seperti praktik korupsi dan lemahnya pengawasan 

anggaran, yang sering kali menghambat distribusi manfaat Otsus secara merata. 

Dalam hal ini, transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat menjadi 

faktor kunci untuk memastikan implementasi kebijakan yang lebih efektif dan 

berdampak luas. 

Dua penelitian ini memberikan wawasan yang saling melengkapi mengenai 

bagaimana otonomi daerah dapat menjadi alat strategis untuk pembangunan dan  

kelola yang baik dan partisipasi masyarakat yang kuat, tantangan struktural 

dapat mengurangi efektivitas kebijakan. Dengan memahami tantangan dan 

peluang ini, pendekatan yang lebih strategis dan kontekstual dapat dirumuskan 

untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat 

lokal. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Tantangan dan Peluang Otonomi Daerah dalam Mendukung Ekonomi 

Lokal 

Otonomi daerah telah memberikan ruang bagi pemerintah lokal untuk 

mengelola potensi dan sumber daya mereka secara mandiri, namun 

implementasinya tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan 

utama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di banyak 

daerah, terutama daerah yang masih berkembang. Keterbatasan ini mencakup 

kurangnya tenaga ahli dalam bidang perencanaan, pengelolaan anggaran, serta 

pelaksanaan program pembangunan yang efektif(Jamaluddin & Syahrin, 2024). 

Selain itu, kesenjangan infrastruktur antar wilayah menjadi hambatan signifikan 

dalam menciptakan kesetaraan pembangunan ekonomi. Daerah dengan 

infrastruktur yang kurang memadai sering kali kesulitan menarik investasi dan 
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mengembangkan sektor ekonomi lokal yang kompetitif(Mudhoffar & Magriasti, 

2024). 

Faktor lainnya adalah permasalahan tata kelola dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan anggaran daerah. Korupsi dan lemahnya pengawasan terhadap 

alokasi dana sering kali menyebabkan penggunaan anggaran yang tidak tepat 

sasaran. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat efektivitas program 

pembangunan ekonomi lokal yang dirancang oleh pemerintah daerah(Anggraini, 

2024). Tantangan ini diperparah oleh ketergantungan yang tinggi pada dana 

transfer dari pemerintah pusat, yang mengurangi insentif bagi daerah untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) secara mandiri(Siburian dkk., 

2021). Akibatnya, banyak daerah sulit mencapai kemandirian fiskal yang 

menjadi salah satu tujuan utama dari otonomi daerah. 

Di sisi lain, otonomi daerah juga membuka peluang yang signifikan untuk 

mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Pemerintah daerah memiliki 

fleksibilitas untuk merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan 

potensi wilayah masing-masing(Razak, 2023). Hal ini memungkinkan daerah 

untuk fokus pada pengembangan sektor unggulan lokal, seperti agribisnis, 

pariwisata, atau industri kreatif, yang dapat memberikan dampak langsung 

terhadap peningkatan pendapatan masyarakat(Hayati, 2021). Selain itu, 

desentralisasi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi lebih 

aktif dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih 

relevan dan berbasis kebutuhan nyata di tingkat lokal. 

Teknologi digital menjadi salah satu peluang besar dalam mendukung 

efektivitas otonomi daerah. Pemanfaatan teknologi dalam proses perencanaan 

dan pelaksanaan program dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan 

efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan(Robial dkk., 2023). Teknologi juga 

memungkinkan pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan layanan publik, 

meningkatkan daya saing ekonomi lokal, dan menarik investasi melalui promosi 

potensi daerah yang lebih efektif(Astuty dkk., 2024). Dengan mengatasi 

tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang ini secara optimal, otonomi 



Kalianda Halok Gagas, Volume 8, No 1, Januari  2025 
ISSN 2776-1355 (Online) 

Received : 2024-12-4  https://ojs.stiemkalianda.ac.id 
Revised : 2024-12-07 
Available online : 2025-01-01 

 

DOI : 10.52655/KHG.V8I1.103   8 

 

daerah dapat menjadi instrumen strategis untuk mendukung pertumbuhan 

ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

B. Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen 

Keberhasilan implementasi otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh 

kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat lokal. Pemerintah daerah 

membutuhkan aparatur yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidang 

perencanaan, manajemen, dan eksekusi program pembangunan(Mirza & Aisyah, 

2020). SDM yang kurang terlatih sering kali menjadi penghambat dalam 

menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam program-program yang efektif di 

tingkat daerah(Chairunnisa dkk., 2024). Selain itu, peningkatan kapasitas 

aparatur melalui pelatihan berkelanjutan dan pendidikan formal menjadi langkah 

penting untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan di daerah. 

Manajemen keuangan daerah adalah faktor lain yang krusial. Pengelolaan 

anggaran yang transparan dan akuntabel dapat menentukan sejauh mana dana 

daerah digunakan untuk program-program yang benar-benar memberikan 

manfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, korupsi dan penyalahgunaan dana publik 

sering kali menjadi penghambat utama dalam implementasi otonomi 

daerah(Hatu dkk., 2024). Sistem pengawasan yang lemah memungkinkan 

alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran, sehingga mengurangi dampak positif 

dari desentralisasi fiskal. Oleh karena itu, penguatan mekanisme audit dan 

pelaporan keuangan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas 

pengelolaan dana daerah. 

Ketimpangan infrastruktur antar daerah juga memainkan peran besar dalam 

menentukan keberhasilan otonomi daerah. Daerah yang memiliki infrastruktur 

yang baik, seperti akses transportasi, komunikasi, dan energi, cenderung lebih 

mampu menarik investasi dan mengembangkan potensi ekonomi lokal. 

Sebaliknya, daerah dengan infrastruktur yang terbatas sering kali tertinggal 

dalam hal pembangunan ekonomi dan sosial(Rangkuti, 2024). Pemerintah pusat 

dan daerah perlu bekerja sama untuk mengatasi ketimpangan ini dengan 

investasi yang merata dalam pembangunan infrastruktur dasar. 
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Faktor politik lokal juga sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi 

otonomi daerah. Kepemimpinan yang visioner dan berorientasi pada 

kepentingan masyarakat dapat mendorong kemajuan daerah secara 

signifikan(Noor, 2017). Sebaliknya, dinamika politik lokal yang diwarnai oleh 

kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dapat menghambat implementasi 

kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Stabilitas politik lokal, kolaborasi 

antara legislatif dan eksekutif, serta partisipasi masyarakat menjadi elemen 

penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif(Bakry 

dkk., 2024). 

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah faktor lain 

yang tidak kalah penting. Ketika masyarakat dilibatkan dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, kebijakan yang dihasilkan 

cenderung lebih relevan dan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. 

Namun, di banyak daerah, rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi 

atau kurangnya mekanisme yang mendukung keterlibatan publik menjadi 

hambatan(Hakeu & Alim, 2024). Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk 

meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawab 

mereka sebagai bagian dari proses pembangunan di era otonomi daerah. 

C. Peluang Inovasi Kebijakan di Era Otonomi Daerah 

Salah satu peluang terbesar dalam inovasi kebijakan di era otonomi daerah 

adalah penguatan kerja sama antar daerah. Melalui kolaborasi, daerah dapat 

berbagi sumber daya, teknologi, dan strategi pembangunan untuk mencapai 

tujuan bersama(Awaludin, 2019). Misalnya, pengembangan kawasan industri 

atau ekonomi khusus yang melibatkan beberapa daerah dapat mendorong 

efisiensi dan memperkuat daya saing regional. Kerja sama ini juga 

memungkinkan daerah yang kurang berkembang untuk mendapatkan manfaat 

dari pengetahuan, pengalaman, dan infrastruktur yang dimiliki oleh daerah yang 

lebih maju, sehingga mengurangi kesenjangan antar wilayah(Issundari & Yani, 

2021). 
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Pemanfaatan teknologi digital menjadi peluang strategis lain dalam 

meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah. Teknologi dapat digunakan 

untuk memperbaiki sistem administrasi publik, seperti e-government, yang 

meningkatkan transparansi dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. 

Selain itu, digitalisasi juga memungkinkan pemerintah daerah untuk 

mengumpulkan data secara real-time, yang dapat digunakan untuk merancang 

kebijakan yang lebih berbasis bukti(Irawan, 2018). Dengan menggunakan 

teknologi, daerah juga dapat mempromosikan potensi lokal secara lebih efektif, 

seperti melalui platform digital untuk pariwisata, investasi, atau pemasaran 

produk lokal. 

Peluang lain terletak pada inovasi dalam manajemen keuangan daerah. 

Pemerintah daerah dapat menerapkan sistem pelaporan dan pengelolaan 

keuangan berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 

Inovasi ini juga mencakup penguatan peran masyarakat dalam pengawasan 

anggaran, seperti melalui aplikasi yang memungkinkan masyarakat melaporkan 

dugaan penyalahgunaan dana(Sofianto, 2019). Dengan pengelolaan yang lebih 

baik, daerah dapat memaksimalkan penggunaan dana untuk program-program 

yang mendukung pembangunan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

Era otonomi daerah juga membuka peluang untuk menciptakan kebijakan 

berbasis keberlanjutan. Inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti 

pengembangan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang efisien, atau 

perlindungan lingkungan, dapat menjadi langkah strategis untuk mendukung 

pertumbuhan ekonomi jangka panjang(Raihansyah dkk., 2024). Pemerintah 

daerah dapat memanfaatkan pendekatan ini untuk menarik investasi yang 

berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Dengan kombinasi kebijakan 

yang inovatif dan berbasis teknologi, serta pendekatan kolaboratif, otonomi 

daerah memiliki potensi besar untuk menciptakan perubahan positif yang 

signifikan dalam pembangunan ekonomi lokal. 

KESIMPULAN 
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Otonomi daerah memberikan peluang bagi pemerintah lokal untuk mengelola 

potensi dan sumber daya secara mandiri, namun pelaksanaannya menghadapi 

berbagai tantangan. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM), 

ketimpangan infrastruktur, serta masalah tata kelola dan akuntabilitas menjadi 

hambatan utama. Korupsi dan ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah 

pusat semakin memperumit upaya daerah untuk mencapai kemandirian fiskal. Oleh 

karena itu, penguatan tata kelola pemerintahan, termasuk manajemen anggaran 

yang transparan dan efektif, menjadi kebutuhan mendesak untuk mengoptimalkan 

manfaat desentralisasi. 

Di sisi lain, otonomi daerah juga membuka peluang yang signifikan untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pemerintah daerah dapat merancang 

kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik wilayah mereka, seperti 

pengembangan sektor unggulan lokal dan pemanfaatan teknologi digital. Teknologi 

tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi tata kelola, tetapi juga 

membantu pemerintah daerah mempromosikan potensi lokal secara lebih luas dan 

menarik investasi. Dengan pendekatan berbasis bukti dan inovasi, daerah dapat 

menciptakan kebijakan yang lebih relevan dan efektif dalam mendukung 

pembangunan ekonomi yang inklusif. 

Kerja sama antar daerah dan penerapan kebijakan berbasis keberlanjutan juga 

menjadi langkah strategis dalam memanfaatkan otonomi daerah. Melalui 

kolaborasi, daerah dapat mengatasi kesenjangan infrastruktur dan sumber daya, 

serta menciptakan daya saing yang lebih kuat di tingkat regional. Selain itu, fokus 

pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan penggunaan 

teknologi hijau dapat menarik investasi jangka panjang dan memastikan 

keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. 

Dengan strategi yang holistik, otonomi daerah berpotensi menjadi instrumen yang 

efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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